WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ 42 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan fasilitasi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu
dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Kota Sawahlunto Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Sawahlunto
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 8|
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor
14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 104);

18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun
2020-2024;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika di Kota Sawahlunto Tahun 2023, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU

bertugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika di Kota Sawahlunto;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

mengawasi  pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika di Kota Sawahlunto; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika di Kota Sawahlunto.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU
bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pelaksanaan
fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kota
Sawahlunto setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota
Sawahlunto, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Sawahlunto dan dapat dilakukan secara daring melalui Sistem
Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan  Prekursor Narkotika
(SIP4GN&PN).

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawapflunto
pada tanggal # Jaguari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

B

Arsip;

Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
Yang bersangkutan; dan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/42 /WAKO-SWL/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2023
NO JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | Wali Kota Sawahlunto Ketua
2. | Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Wakil Ketua I
3. | Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto Wakil Ketua II
4. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sekretaris / Ketua
Sawahlunto Pelaksana Harian
S. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto
6. | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Anggota
Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
7. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Anggota
8. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
Kebakaran Kota Sawahlunto
9. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Anggota
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
10. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Anggota
Sawahlunto
11. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Anggota
Sawahlunto
12. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto Anggota
13. | Perwira Seksi Intelijen Komandan Distrik Militer Anggota
0310/SS
14. | Kepala Satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Anggota
Resor Sawahlunto
15. | Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Anggota
Resor Sawahlunto
16. | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto
17. | Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Anggota
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto




18.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Sawahlunto

Anggota

19,

Analis Wawasan Kebangsaan pada Sub Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Anggota

20.

Staf Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto ( 3 orang)

Anggota

WALI KOTA SAWA

UNTO,




